BAB II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
FUNGSI LEGISLATIF DALAM UUD 1945

A. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakila Rakyat yang lazim disingkat
DPR adalah dewan atau majelis tempat para wakil rak-
yat bersidang untuk membicarakan segala goal-soal

meliputi kepentingan negara dengan pemerintah (Endra,
1978: 133),

Adapun keberadaan atau eksistensi Dewan Per-
wakilan Rakyat dapat diketahui dalam rumusan Pembu-
kaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi
Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk mema jukan kese jahe
teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsgan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undeng Dasar negara Indoneeia, yang terbentu
dalam suatu susunan negara Republik #ndonesia.
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ke-
pada: Retuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-
bi jaksanaan dalam permusywaratan/perwakilan"

(BP - 7 PUSAT, 199%0: 1),

13
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Melindungi segenap bangsa dan seluruh Tuwmpah

Darah Indonesia, berarti melindungi dengan alat-alat
hukum dan alat kekuasaasn serta adanga lemhsga  per-
wakilan rakyat sebagai alat pengendali dan penyalur

aspirasi masyarakat dalam arti yang 1luas © (Mar=-

bun, 1992: 23).

Selanjutnya rumusan Pembukaan UUD 1945 terse-
but dengan jelas menyebutkan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah "berkedaulatan rakyat" dan ke-
rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi jaksanaan da-

lam permusyawaratan/perwakilan”,

Hal ini diperjelas lagi dalam Batang Tubuh
UUD 1945 pada pasal-pasal antara lain:
Pasal 1 ayat (2) s:
"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan di-
lakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawara-
tan Rakyat" (BP - 7 PUSAT, 1990: 1).
Pasal 5 ayat (1) :
"Presiden mempunyal kekuasaan membentuk un-

dang-undang dengan persetujuan Dewan Perwaki-
lan Rakyat" (BP - 7 PUSAT, 19903 2).

Lebih rinci lagi tentang keberadaan DPR telah
diatur dalam Bab VII UUD 1945, yaitu pada pasal-pasal
antara lain: 19, 20, 21, 22 dan Pada Bab VIII pasal
23 UUD 1945,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
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sistem politik Undang-Undang Dasar 1945, di tingkat
pusat terdapat dua macam 1lembaga perwakilan rakyat,
yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Per=-
wakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat mem=
punyal kedudukan lebih tinggi daripada Dewan Per-
wakilan Rakyat; demikian pula Majelis Permusyawara-
tan Rakyat mempunyal fungsi yang jauh berbeda dengan
Dewan Perwakilan Rakyat,

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lemba-
baga tertinggl negara mempunyal kekuasaan untuk me-
lakukan kedaulatan rakyat, menurut ketentuan pasal
2 ayat (2) UUD 1945 paling sedikit bersidang sekali
dalam masa jabatannya yaitu 5 tahun, oleh karena hal
tersebut, maka kewajiban mengawasi kebi jaksanaan Pre-
siden oleh MPR didelegasikan kepada DPR (T. Pandoyo,
1992: 148-149).

Demiklan pula tugas membentuk undang-undang
dlserahkan kepada DPR tidak kepada MEBR. Walaupun Pre-
seden tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia harus be-
kerja bersama-sama dengan DPR dalam pembentukan un-
dang-undang dén menetapkan Anggran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk satu tshun anggaran
(( Marbun, 1992: 24 ),

Sedang Dewan Perwakila Rakyat sebagai lembaga

tinggi negara dan merupakan wahana (alat kenegaraan)
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untuk melaksanakan aspirasi rakyat.

Telah dijelaskan pula bahwa Negara Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu berdasar padat
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipim-
pin oleh hikmat kebi jaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 inilah
yang sah dan benar. Dengan demikian, Pancasila seﬁa-
gal @adar filsafat Negara Republik Indonesia digali
dari nilai-nilai agama bangsa Indonesia (Kaelan, 19923
31).

D1 atas filsafat Pancasila didirikan negara
Indonesia dan selanjutnya dalam realisasi pelaksana-
annya Negara Indonesia dikonkritisasikan ke dalam

hukum positif Indonesia.

Dalam nilai Pancasila terdapat nilai-nilai hu-
kum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis dan hukum filo-
sofis, yaitu mengambilnya sebagai materi, nilai, ben-
tuk dan sifat dari unsur-unsur nilai-nilai hukum-
hukum tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya Negara
pada hakekatnya sebagal pelaksana yang aktif yaitu
memberikan dan mewujudkan nilai-nilai hukum tersebut
untuk menjabarkan dalam hukum positif Indonesia. Ber=-

dasarkan kesesualannya dengan keadaan, kebutuhan, ke-
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pentingan, tempat, waktu serta kebijaksanaan (Noto-

nagoro, 1974: 25-26),

Dengan demikian Pancasila adaleh sebagai sum-
ber dari segala hukum, sesuai dengan ketetapan MPR
No. XX/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa sumber dari
tertid hukum sesuatu negara atau yang biasa dinyata-
kan sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah
pandangan hidup kesadaran dan cita-cita moral yang
meliputi suasana ke jiwaan danwatak dari rakyat nega-

ra yang bersangkutan (Kaelan, 1992: 185),

Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ber-
bunyis

"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, De-

wan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan

Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini

segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden

dengan dibantu sebush komite nasional™ (BP - 7
PUSAT, 1990: 9). :

Komite Nasional yang akhirnya disebut Komite
Nasional Pusat (KNP) adalah sebuah panitia yang mem-
bantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian
dalam kerjanya, Komite Nasional Pusat berfungsi se-
bagai Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam membantu kegiatan badan legislatif se-
hari-hari, kemudian dibentuk Badan Pekerja Komite
Nasional Pusat yang berfungsi sebagail Dewan Perwakk-
lan Rakyat, dengan tugas utama membentuk undang=-un-

dang dan tugas legislatif lainnya. Badan Pekerja
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Komite Nasional Pusat inilah yang menjadi cikal ba-

kal DPR RI sebagai perwujudan kedaulatan rakyat
(Marbun,1992: 74-81).

Susunan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan
dengan undang-undang" (BP - 7 PUSAT,1990: 5).

Susunan dan kedudukan DPR diatur dalam UU No.

16 tahun 1969 yang disempurnakan dengan UU No, 5 ta=

hun 1975 dan UU No. 2 tahun 1985. Yang menurut Pasal

10 disebutkans

(1).

(2).

(3).

(4).

Dewan Perwakilan Rakyat, sélan jutnya disebut

DPR, terdiri atas wakil-wakil dari :

a. Organisasi peserta Pemilihan Umum (Golongan-
Karya, PPP, PDI).

b. Golongan karya ABRI,

Pengisian keanggotaan DPR dilakukean dengan cara

pemilihan umum dan pengangkatan.

Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 500 (1i-

ma ratus) orang, terdiri dari 400 (empat ratus)

orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 (ae-

ratus) orang diangkat,

Anggota DPR yang diangkat sebanyak 100 (seratus)

orang sebagaimana dimeksud dalam ayat (3) diam-

bilkan dari golongsn karya ABRI, dan pengangka-
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tannya ditetapkan oleh Presiden atas usul pangli-

ma Angkatan Bersenjata.

Selanjutnya mengenai keanggotaan DPR diatur
dalam Pasal 11, UU No. 2 tehun 1985 adalah _8ebagai
berikut 3
(1) Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
harus dipenuhi syarat tersebut dalam Pagsal 2 a-
yat (1),

(2) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalam wi-
layah Negara Republik Indonesia,

(3) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Pre-

siden.

Adapun 181 Pasal 11 ayat (1) mengenai persya-
ratan yang dimaksud sama dengan persyaratan untuk
dapat dipilih menjadi anggota DPR, ysaitu :

(a) warga negara RI yang telah berusia 21 (dua puluh
satu) tahun serta bertaqua kepada Tuhan yang Ma-
ha Egaj

(b) dapat berbshasa Indonesia dan cakap henulis dan
membaca huruf latin, berpendidikan serendah-ren-
dahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpe-
ngetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang
kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;

(c¢) setia kepada Pancasila, sebegai pandangan hidup

bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, ke=-
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pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang - Undang
Dagar 1945 serta kepada revolusi kemerdckaan
bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderi-
taan rakyat;

(d) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partail
Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya
atau bukan seseorang yang terbat langsung atau
tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G,
30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

(e) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pu=-
tusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

(f) tidak sedang dicabut menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem=-
peroleh kekuatan hukum tetap, kearena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
Iima tahun atau lebih;

(g) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan-
nya (Dahlan Thaib, 1994: 101-105).

3. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Secara tegas penjelasan UUD 1945 menyatakan:

"Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah
kuat, Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh
Presiden (berlainan dengan sistem parlemen-
ter). Kecuali itu anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menja-
di anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat-
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dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan

Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Pre-
siden sungguh melanggar haluan negara yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar a-

tau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka
majelis itu dapat diundang untuk persidangan

istimewa agar supaya bisa minta pertanggung-

an jawab kepada Presiden" (BP « 7 PUSAT,

1990: 14).

Selan jutnya masih dalam rumusan Penjelasan
UUD 1945, Bagian V, tentang Sistem Pemerintahan Ne-
gara, disebutkan: "Presiden tidak bertanggung jawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Rumusan selanjut-
nya adalah:

"Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan

Rakyat,

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Per-

wakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang

(Gesetzgebung) dan untuk menetapkan angga-

ran pendapatan dan belanja negara (Staatsbe-

grooting).

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja ber-

sama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden

tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya

kedudukan Presiden tidak tergantung daripada
Dewan™ (BP - 7 PUSAT, 1990: 13).

Kedudukan Dewan sebagal pengawas adalah kuat,
lebih lanjut digariskan dalem Ketetapan MPR No. III/
MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja
Lembaga Tertinggl Negara dengan/atau antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara diatur lebih terperinci prose-
dur penyampalan Memorandum DPR kepada Presiden apa-
bila DFR menganggap Presiden sungguh melanggar Ha-
luan Negara (pasal 7 ayat 2), dan setelah lampau
waktu tiga bulen peringatan pertama tidak diindahkan
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maka Dewan menyampaikan Memorandum ke dua (pasal 7
ayat (3) dan setelah lampau waktu satu bulan Memoran-
dum ke dua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR
meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa (pasal 7 ayat
4) (Dahlan Thaib, 1994: 34).

Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Wewenang dan tugas DPR terdapas dalaml pasal
4 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia sebagai berikut:
a, bersama-sama dengan Presiden membentuk  Undang-
Undang;
b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

.C. melakukan pengawasan atas:

1). pelaksanaan undang-undang;

2). pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

3). kebijaksanaan pemerintah; sesuai dengan jiwa
UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Perw
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan
persetujuan atas pernyataan perang, membuat per-
damaian, dan persetujuan dengan negara lain yang
dilakukan oleh Presiden;

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
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keuangan negara yang diberitahukan oleh pemeriksa
keuangan;

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Keteta~
tapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan
tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koor-
dinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya = {(Mar-
bun, 1992: 176-177).

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Dari rdmusan tugas dan wewenang DPR di atas,

-jelas bahwa DPR mempunyai fungsi pokok scbagai beri-

kut:

a. fungsi legislatif (pembentukan undang-undang) .
b. fungsi kontrol (pengawasan), |
¢. fungsi begrooting (anggaran).

d. fungsi perwakilan,

Fak-Hak Dewsn Perwakilan Rakyat

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti ter-
sebut di atas, DPR mempunyai bermacam-macam hak. An-
tara lain:

a. hak mengajukan rancangan undsng-undeng, yang bia-
sa disebut sebagail hak usul inisiatif DPR. Seba-

gaimana dirumuskan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2)
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UUD 1945. Penjelasan pasal 21 tersebut menyatakan:
"Dewan mempunyal hak inisiatif untuk menetapkan
undang-undang",
hak Budget

Dalam penjelasan tentang Dewan Perwakilan
Rakyat, UUD 1945 menyebutkan: "Dewan ini mempu-
nyel juga hak begrooting". Hak begrooting ini di-
rumuskan dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Dahlan
Thaib, 1994: 37-38).

Menurut UU No. 2 tahun 1985 dalam pasal 23

ayat (1) disebutkan antara lain:

8,

hak meminta keterangan kepada Presiden (interpe-
lasi);

hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-
Undang (amandemen);

hak mengadakan penyelidikan (angket);

hak mengajukan pernyataan pendapat;

hak meng jukan/mengan jurkan segeorang Jjilka diten-
tukan oleh suatu peratursan perundang-undangan;

hak menga jukan Rancangan Undang-Undang.

Dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 2 tahun 1985

menyebutkan:

Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), anggota DPR mempunyai:

a,

hek mengajukan pertanyaan;
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b. hak protokol;
c. hak keuangan/administratif (UU Baru di bidang Po-

1itik, 1986: 36).

7. Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwsokilan Rakyat mempunyal alat-alat
kelengkapan sebagal berikut:
a, Praksi-fraksi,
b. Pimpinan DPR.
¢c. Badan Musyawarah,
d. Badan Urusan Rumah Tangga.
e, Badan Kerjasama Antar Parlemen,
f. Panitia-panitia Khusus.,
&. Sckretariat Jendral (Kansil I, 1986: 504).

B. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan Undang-Undang dimulai dengan
mempersiapkan Rancangan Wndang-Undangnya, sebagaimana
disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat
(1) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa suatu Nooosaagan
Undang-Undang itu dapat berasal dari pilhak Pemerintah

maupun berasal dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Tata cara mempersispkan RUU yang berasal dari

Pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 ta-
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hun 1970 sebagaimana disebutkan bahwa masing-masing
Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen da-
pat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan RUU sge-
panjang yang menyangkut bidang tugasnya. Prakarsa
tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta
urgensinya supaya terlebih dahulu dilaporkan kepada
Presiden sebelum dilaksanakan persiapan-persiapan pe-

nyusunannya (InPres, No. 5 tahun 1970 pasal 1).

Apabila rrakarsa tersebut mendapatkan perse-
tujuan Presiden, maka Menteri atau Kepala Lembaga
yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlu-
nya untuk menyusun RUU, yang penyusunannya dapat di-
selenggarakan dengan mengadakan suatu Panitia., Pani-
tia ini dapat berbentuk suatu Panitia Interdeparte-
men atau Panitia di lingkungan Departemen atau Lem-
baga Pemerintah Non Departemen yang bersanglkutan,
sesuail dengan petunjuk Presiden (InPres., No. 15 tahun

1970 pasal 2).

Hal ini tergantung daripada sifat materi yang
akan diatur. Apabila materi yang akan diatur itu ber-
sifat sederhana sehingga hanya menyangkut satu Depar-
temen saja, maka cukuplah dibentuk Panitia Intern
dari lingkungan Departemen tersebut, Tetapi apabila
materi yang akan diatur sifatnya luas dan kompleks

sehingga menyangkut beberapa Departemen atau Lembaga



27
Pemerintah Non Departemen, maka seyogyanya dibentuk

Panitia Interdepartemen (Soehiné, 1990: 56).

Rancangan Undang-Undang yang dipersiapkan oleh
Panitia tersebut sebelum diajukan kepada Presiden ha-
rus disampaikan terlebih dahulu kepada:

a. Para Menteri atau Pimpinsn Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang erat hubungannya dengan nateri
yang diatur dalam RUU tersebut untuk mendapafkan
tanggapan dan pertimbangan, terutama dari segl
materinya.

b, Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan se-
perlunya dari segi hukum,

c. Sekretaris Kabinet untuk mempersiapkan penyelesai-
an RUU tersebut selanjutnya (InPres. No. 15 tahun
1970 pasal 3 ayat (1)).

Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimake-
sud di1 atas dalam waktu yang gsesingkat-singkannya ha-
rus disampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lemba-
ga Pemerintah Non Departemen kepada Departemen atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menyiapkan RUU
yang bersangkutan (InPres. No. 15 tahun 1970 pasal 3

ayat (2)),

Untuk mengolnh tanggapan dan pertimbangan yang
diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen tersebut, Departemen atau
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Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempersiap-
kan RUU dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsule-
tasi dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan (InPres,

No. 15 pasal 4).

Setelah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerin-
tahan Non Departemen yang mempersiapkan RUU itu mem=-
perhatikan seperlunya atas tanggapan~tanggapan dan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan kemudian ber-
pendapat bahwa RUU itu telah selesai dipersiapkan,
maka RUU itu sebagai hasil terakhir dan merupakan
kebulatan pendapat atas materi sesuatu RUU, disam-
paikan kepada Presiden disertat penjelasan-pen jelasan
tentang pokok-pokok materi serta proses penggarapan-~

nya (InPres. No. 15 tahun 1970 pasal 5).

Sedang RUU yang berasal dari usul inisiatif DPR, tata
cara pelaksanaanya dan penyelesaiannya diatur dalam
pasal 134, 135 dan pasal 136 Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai
berikut,

Usulan RUU yang diajukan oleh anggotae DPR ha-
rus disertai penjelasan tertulis dan ditandai tanga-

ni olseh sekurang-kurangnya 20 orang Anggota yang
tidak henya terdiri dari satu Fraksi,

Tiap-tiap pengajuan usul RUU Inisiatif diaju-
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kan kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan
daftar tanda tangan para Pengusul serta nama Fsnkeis
nya. Dalam Rapat Paripurna DPR berikutnya Pimpinan
DPR memberitahukan kepada para Anggota DPR tentang
masuknya usul RUU Inisiatif, serta membagikannya ke-

pada para Anggota DPR,

Kemudian dalam Rapat Badan Musyawarah kepada
Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjela=
san tentang maksud dan tujuan daripada usul RUU Ini-
siatif tersebut., Sedangkan kepada para Anggota Badan
Musyawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya

jawab dengan Pengusul,

SBtelah Badan Musyawarah menganggap cukup, ma-
ka usul RUU Inisiatif tersebut dibawa ke dalam Rapat
Paripurna, Dalam Rapat Paripurna ini xepada Pengusul
diberl kesempatan untuk memberikan penjelasan dan
kepada Fraksi-fraksi diberi kesempatan pula untuk

memberikan pendapatnya,

Apabila usul RUU Usul Inisietif ini telash di-
putuskan oleh Rapat Paripurna men jadi RUU Usul Ini-
siatif DPR, maka DPR mcnugaskan kepada Komisi, Gabu-
ngan Komisi atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk
membahas dan menyelesaikan RUU Usul Inisiatif terse-

but.

Selanjutnya RUU Usual Inisiatif ini disampai-
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kan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permin-
taan agar Presiden menun juk Menteri yang akan mewalci-
11 Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Usul Im
risiatif tersebut bersama-sama Dewan Perwakilan Rak-

yat,

Pembicaraan Rancangan Undang-Undang di DPR

Rancangan Undang--Undang yang sudah selesai di-
persiapkan oleh Pemerintsh dengan amanat Presiden di-
sampaikan kepada Ketua DPR untuk dibicarakan di Si-
dang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan priori-
tas utama, Dalam amanat Presiden ini disebutkan pula
Menteri atau para Menteri yang akan mewakili Pemerin-~
tah dalam pembtcarasn di sidang DPR nanti, Sedangkan
RUU Usul Inisiatif DPR sebelum memasuki pembicaraan
di sidang DPR, vleh Pimpinan DPR disampaikan kepada
Presiden dengan permintaan agar Presiden menun juk
Menteri atau para Menteri yang akan mewaltill Peme-
rintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut ber-

sama-sama dengan DPR,

Pembicaraan atau pembahasan suatu RUU di DPR
diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 129 Pera-
turan Tata Tertib DPR RI tahun 1982/1983,

Berdasarkan ketektuar, pasal-pasal tersebut
pembicaraan suatu RUU di DPR yang dilakukan bersam-
sama dengan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili
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oleh Menterl atau para Menteri yang bersangkutsn, di-
lakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kevuali apabi-
la Badan Musyawarah menentukan lain (pasal 125 ayat

£1)).

Empat tingkat pembicaraan tersebut adalah:
Tingkat I dilakukan dalam Rapat Paripurnasa;
Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna;
Tingkat IIT dilakukan dalam Rapat Komisi;

Tingkat IV dilakukan dalam Rapat Paripurna (pasal
125 ayat (2)).

Sebelum dilakukan pembicarean tingkat I1I,III,
dan IV diadakan Rapat Fraksi, dan apabila dipandang
perlu Badan Musyawarali dapat menetapksn bahwa pembi-
caraan tingkat IIT dilakukan dalam Rapat Gabungan
Komisi, atau dalam suatu Panitia Khusus (pasal 125
ayat (3) dan (4)).

Pembicaraan Tingkat I

Apabila RUU yang dibahas itu berasal dari Pé-
merintsh, maka delam pembicaraan tingkat I ini Peme-
rintah memberikan keterangan dan penjelasan terhadap
RUU yang diusulkan dalam Rapat Faripurna (pasal 126

huruf a).

Sedang apabila RUU itu berasal dari Usul Inisiatif

DPR maka dalam pembicaraan tingkat I ini Komisi, Ga-
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bungan Komisi, atau Panitis Khusus memberikan ketera-

ngan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna @ (pasal

126 huruf b).

Pembicaraan Tingkat IX

Apabila RUU itu berasal dari Pemerintanh maka

dilalkukan:

8,

Pemandangan umum dalam Rapat Paepipurna oleh para
anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya ter-
hadap RUU yang berasal dari Pemerintah yang telah
disampaikan dalam pembicaraan tingkat I tersebut
(pasal 127 ayat (1) huruf a).

Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap
pemandangan umum para anggota DPR tersebut di

atas (pasal 127 ayat (2) huruf a).

Sedang apabila RUU 1itu berasal dari Usul Inisiatif

DPR maka dilakukan:

a,

-“bo

Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terha-
dap RUU Usul Inisiatif itu beserta penjelasan a-
tau keterangan Komisi, Gabungan Komisi, atau Pa-
nitia Khusus yang telah disampaikan dalam pembica~-
raan tingkat I tersebut di atas (pasal 127 huruf
b angka 1).

Jawaban Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia
Khusus atas nama DPR dalam Rapat Raripurna ter-

hadap tanggapan Pemerintah tersebut di atas (pa=-
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s8al 127 huruf b angka 2),

Pembicaraan Tingkat III

Apabila RUU itu berasal dari Pemerintah ma-
ka dilakukan pembahassn dalam Komisi, Gabungan Komi-
81, atau Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sa-

ma dengan Pemerintah.

Sedang apabila RUU itu berasal dari Usul Inisiatif
DPR maka dilakukan pembicaraan dalam Komisi, Gabungan
Komisi, atau Paniatia Khusus, yang dilskukan secara
intern, dan apabila dipandang perlu dilakukan bersa-

ma-sama demgan Pemerintah (pasal 128),

Pembicaraan Tingkat IV

Dalam pembicaraan tingkat IV ini baik RUY
yang berasal dari Pemerintah maupun yang berasal da-
ri Usul Inisiatif DPR maka dilalkukan:

8. Pengambilan keputusan dalem Rapat Paripurna de-
ngan didahului laporan hasil pembicaraan tingkat
ITI, dan Pendapat Akhir dari Fraksi yong disam-
palkan oleh Anggotanya (pasal 129 huruf a angka 1),

b, Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaima-~
na dimaksud di atas dapat pula disertai dengan
catatan tentang pendirian Fraksi (minderheidsnota)
(pasal 129 huruf a angka 2),

¢c. Terhadap pengambilan keputusan sebagaimna dimaksud
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di atas, kepada Pemerintah diberikan kesempatan
untuk menyampaikan sambutan atas disetujuinya RUU

oleh DPR menjadi Undang-Undang (pasal 129 huruf b).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang

Setelah suatu RUU mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, maka RUU itu oleh Pimpinan DPR di-
sampaikan kepada Presiden untulz disahkan men jadi Un-
dang-Undang, dengan satu surat pengantar kepada Pre-
seden, Dalam surat pengantar tersebut, Pimpinan DPR
menjelaskan secara singkat proses pembahasan RUU da-
lam pembicaraan tingkat III dan perubahan apa saja
yang dicapai pada rumusan akhir dibandingkan dengan
konsep RUU semula yang berasasl dari Pemerintah mau-

pun RUU Usul Inisiatif,

Selanjutnya Sekretaris Negara menyldpkan Un=.
dang-Undang di atas kertas kepresidenan untuk dimin-
takan tanda tangan Presiden (Marbun, 1992: 214).
Penandatanganan oleh Presiden ini merupakan tahap
terakhir dard proses pembentukan suatu UU oleh Badan

pembentuk Undang-Undang.

Pengundangan Undang-Undang

Pengundangan Undang-lindang merupakan hal yang

sangat penting. *entang pengundangan UU ini diatur
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dalam UUDS 1950 (pasal 100) yang menyebutkan: "Agar
supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan-

nya dalam Lembaran flegara Republik Indonesia".

Dengan pengundangan tersebut timbul fictie hu-
kum bahwa "getiap orang dianggap mengetshuinya", ar-
tinya mengetahui Undang-Undang. Apakah orang itu be-
nar-benar mengetahuinya, ataukah tidak (Soehino, 1990:
82-83).

Undang-Undang yang termuat dalam Lembaran Ne-
gara adalah bentuk satu-satunya yang resmi, sah dan

mempunyai kekuatan mengikat (Kusumadi P., 1971: 22).



